
 

 

 
 

MENTERI AGRARIA DAN TATA RUANG/ 

KEPALA BADAN PERTANAHAN 

NASIONAL 
 

 

KEPUTUSAN MENTERI AGRARIA DAN TATA RUANG/ 

KEPALA BADAN PERTANAHAN NASIONAL 

REPUBLIK INDONESIA 

NOMOR  939/SK-HK.02.01/VIII/2021   

TENTANG 

KODE ETIK PENYELENGGARA PELAYANAN PENGADAAN BARANG/JASA  

DI LINGKUNGAN KEMENTERIAN AGRARIA DAN TATA RUANG/ 

BADAN PERTANAHAN NASIONAL 

 

MENTERI AGRARIA DAN TATA RUANG/ 

KEPALA BADAN PERTANAHAN NASIONAL, 

 

Menimbang   :  a. bahwa dalam rangka pelaksanaan pengadaan barang/jasa 

pemerintah di lingkungan Kementerian Agraria dan Tata 

Ruang/Badan Pertanahan Nasional yang efisien, efektif, 

transparan, terbuka, bersaing, adil/tidak diskriminatif, 

dan akuntabel, perlu menyusun kode etik penyelenggara 

pelayanan pengadaan barang/jasa; 

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud 

dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Menteri 

Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan 

Nasional tentang Kode Etik Penyelenggara Pelayanan 

Pengadaan Barang/Jasa di Lingkungan Kementerian 

Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional; 

 

Mengingat … 
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Mengingat      : 1.  Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur 

Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Negara Tahun 

2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik 

Indonesia Nomor 5494); 

2. Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010 tentang 

Disiplin Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik 

Indonesia Tahun 2010 Nomor 74, Tambahan Lembaran 

Negara Republik Indonesia Nomor 5135); 

3. Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang 

Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (Lembaran Negara  

Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 33) sebagaimana 

telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 

2021 tentang Perubahan atas Peraturan Presiden Nomor 

16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa 

Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 

2021 Nomor 63); 

4. Peraturan Presiden Nomor 47 Tahun 2020 tentang 

Kementerian Agraria dan Tata Ruang (Lembaran Negara 

Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 83);  

5. Peraturan Presiden Nomor 48 Tahun 2020 tentang Badan 

Pertanahan Nasional (Lembaran Negara Republik 

Indonesia Tahun 2020 Nomor 84);  

6. Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan 

Pertanahan Nasional Nomor 8 Tahun 2018 tentang 

Pengelolaan Pengaduan di Lingkungan Kementerian 

Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional 

(Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 

685); 

7. Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan 

Pertanahan Nasional Nomor 16 Tahun 2020 tentang 

Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Agraria dan Tata 

Ruang/Badan Pertanahan Nasional (Berita Negara 

Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 985); 

 

 

8. Peraturan … 
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8. Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan 

Pertanahan Nasional Nomor 17 Tahun 2020 tentang 

Organisasi dan Tata Kerja Kantor Wilayah Badan 

Pertanahan Nasional dan Kantor Pertanahan (Berita 

Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 986); 

9. Peraturan Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 8 

Tahun 2011 tentang Kode Etik Pelayanan Publik dan 

Penyelenggara Pelayanan Publik di Lingkungan Badan 

Pertanahan Nasional Republik Indonesia; 

10. Peraturan Kepala Badan Pertanahan Nasional Republik 

Indonesia Nomor 17 Tahun 2013 tentang Tata Kerja 

Majelis Kode Etik Pelayan Publik dan Penyelenggara 

Pelayanan Publik di Lingkungan Badan Pertanahan 

Nasional Republik Indonesia; 

 

MEMUTUSKAN: 

Menetapkan :  KEPUTUSAN MENTERI AGRARIA DAN TATA RUANG/KEPALA 

BADAN PERTANAHAN NASIONAL TENTANG KODE ETIK 

PENYELENGGARA PELAYANAN PENGADAAN BARANG/JASA 

DI LINGKUNGAN KEMENTERIAN AGRARIA DAN TATA 

RUANG/BADAN PERTANAHAN NASIONAL. 

 

KESATU : Menetapkan kode etik penyelenggara pelayanan  barang/jasa 

di lingkungan Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan 

Pertanahan Nasional sebagai pedoman bagi penyelenggara 

pelayanan Pengadaan Barang/Jasa dalam pelaksanaan 

Pengadaan Barang/Jasa untuk menjaga kehormatan, 

integritas,  dan kredibilitas pelaksanaan pengadaan 

barang/jasa di lingkungan Kementerian Agraria dan Tata 

Ruang/Badan Pertanahan Nasional. 

 

KEDUA : Kode Etik Penyelenggara Layanan Pengadaan Barang/Jasa 

sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU meliputi: 

a. Melaksanakan tugas secara tertib, disertai rasa tanggung 

jawab untuk mencapai sasaran, kelancaran dan ketepatan 

tercapainya tujuan Pengadaan Barang/Jasa; 

 

b. Bekerja … 
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b. Bekerja secara profesional dan mandiri, serta menjaga 

kerahasiaan Dokumen Pengadaan Barang/Jasa yang 

menurut sifatnya harus dirahasiakan untuk mencegah 

terjadinya penyimpangan dalam Pengadaan Barang/Jasa; 

c. Tidak saling mempengaruhi baik langsung maupun tidak 

langsung yang berakibat terjadinya persaingan tidak 

sehat; 

d. Menerima dan bertanggung jawab atas segala keputusan 

yang ditetapkan sesuai dengan kesepakatan tertulis para 

pihak; 

e. Menghindari dan mencegah terjadinya pertentangan 

kepentingan para pihak yang terkait, baik secara langsung 

maupun tidak langsung dalam proses Pengadaan 

Barang/Jasa; 

f. Menghindari dan mencegah terjadinya pemborosan dan 

kebocoran keuangan negara dalam Pengadaan 

Barang/Jasa; 

g. Menghindari dan mencegah penyalahgunaan wewenang 

dan/atau kolusi dengan tujuan untuk keuntungan 

pribadi, golongan atau pihak lain yang secara langsung 

atau tidak langsung merugikan negara; dan 

h. Tidak menerima, tidak menawarkan atau tidak 

menjanjikan untuk memberi atau menerima hadiah, 

imbalan, komisi, rabat dan berupa apa saja dari atau 

kepada siapa pun yang diketahui atau patut diduga 

berkaitan dengan Pengadaan Barang/Jasa. 

 

KETIGA : Dalam rangka menegakkan kode etik sebagaimana dimaksud 

dalam Diktum KEDUA dibentuk Majelis Pertimbangan Kode 

Etik yang bersifat ad hoc sesuai dengan ketentuan peraturan 

perundang-undangan. 

 

KEEMPAT : Majelis Pertimbangan Kode Etik sebagaimana dimaksud  dalam 

Diktum KETIGA menindaklanjuti dugaan pelanggaran yang 

disampaikan melalui pengaduan tertulis dan pemberian 

rekomendasi sanksi. 

 

KELIMA … 




